BAB Il
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen
Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan
dua sisinya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Konsumen
membutuhkan produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku
usaha. Demikian pula pelaku usaha tanpa kehadiran konsumen, maka segala
usahanya akan sia-sia dan mubadzir karena tidak ada yang memanfaatkannya.
Oleh karena itu keseimbangan dan keharmonisan di antara keduanya adalah
sesuatu yang harus tetap dipelihara dan dijaga serta merupakan suatu
keharusan. Menurut Pasal 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.
Tujuan perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK
adalah:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak- haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku usaha mengenai  pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang daan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur
dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum
konsumen diperlukan untuk memberikan perlindungan dan menyeimbangkan
kedudukan dari konsumen di dalam melakukan hubungan hukum dengan
pihak pelaku usaha seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sejalan dengan adanya hukum konsumen tersebut, maka hukum
perlindungan konsumen adalah, keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan
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masalahnya dengan para pelaku usaha penyedia barang dan atau jasa
konsumen.*

Dari dua hal di atas baik hukum konsumen maupun hukum
perlindungan konsumen, di bidang hukum juga terdapat etika hukum tertentu
seperti termuat di dalam regulasi sendiri (self regulation) di kalangan pelaku
usaha dan profesi dalam bentuk kode etik, kode praktek, kode pemasaran dan
sebagainya. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada konsumen dan
perlindungan konsumen regulasi sendiri kalangan usaha dan profesi tumbuh
dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga
tanggung jawab sosia baik yang disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri
maupun karena dipaksa oleh keadaan yang berkembang.11

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan
masalah konsumen, yang kondisi dan pihaknya berimbang dalam kedudukan
sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya sekalipun
tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka
masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak
mereka yang sah.

Pada hukum perlindungan konsumen pada pokoknya lebih berperan
dan lebih dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan
hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Merupakan
kenyataan bahwa, kedudukan konsumen yang jumlahnya besar secara

kelompok apalagi individu sangatlah lemah dibandingkan dengan para pelaku

0 poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, him.

458.

! Nasution, Konsultasi dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, him. 66.
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usaha, penyedia kebutuhan konsumen, baik penyedia swasta maupun
pemerintah.*?
Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Batasan atau definisi terhadap pengertian konsumen cukup beragam.
Ini dapat dimaklumi karena sangat sulit untuk membuat suatu batasan tanpa
membuat berbagai kekurangan di dalamnya. Pengertian masyarakat umum
saat ini, bahwa konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima
kredit) lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum
dan sebagainya. Pengertian-pengertian masyarakat ini tidaklah salah, sebab
secara yuridis dalam buku ketiga KUHPerdata, terdapat subyek-subyek
hukum yang bernama pembeli, penyewa, peminjam pakai dan sebagainya,
sedangkan di dalam KUHD juga ditemukan istilah penumpang, yaitu dalam
buku ke-2 Bab ke-3 Pasal 341, 343, 346."

Konsumen (dari bahasa Inggris consumer) secara harafiah berarti
seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau
suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa
tertentu, juga seseorang atau beberapa orang yang menggunakan suatu
persediaan atau sejumlah barang. Ada pula yang memberikan arti lain
konsumen yaitu, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.'*

Dari uraian di atas, sekalipun semua orang mengerti bahwa sangat
sulit untuk membuat suatu batasan tanpa memuat berbagai kekurangan di

dalamnya, AZ. Nasution menggunakan batasan bagi konsumen sebagai, setiap

2 |bid.
3 1bid., him. 18.

¥ 1bid, him. 69.
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orang yang mendapatkan secara syah dan menggunakan barang atau jasa

untuk kegunaan tertentu.”® Konsumen yang diketahui secara umum adalah

pemakai barang-barang hasil industri, yang kepentingannyapun harus
diperhatikan.®

Konsumen seperti yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam
batasan di atas adalah sebagai orang alamiah maupun orang yang diciptakan
oleh hukum (badan hukum). Unsur mendapatkan dari batasan di atas
mengandung pengertian bahwa perolehan barang atau jasa oleh konsumen
tidak saja berdasarkan hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai,
perjanjian jasa angkutan, dan sebagainya, tetapi juga mungkin terjadi karena
sumbangan, hadiah-hadiah baik yang berkaitan dengan hubungan komersial
(hadiah undian, promosi barang atau jasa tertentu), maupun dalam hubungan
lainnya (non-komersial), serta unsur dengan cara yang sah dari batasan di atas
adalah mendapatkan suatu barang dengan cara-cara yang tidak bertentangan
atau melawan hukum."’

Selanjutnya unsur kegunaan tertentu memberikan tolak ukur pembeda
antara berbagai konsumen yang dikenal (konsumen antara atau konsumen
akhir). Tergantung untuk kegunaan apakah suatu barang atau jasa itu
diperlukan. Apabila kegunaan tertentu itu adalah untuk tujuan memproduksi
barang atau jasa lain dan atau untuk dijual kembali, maka kita berhadapan

dengan konsumen antara. Apabila kegunaan tertentu itu adalah untuk

5 Ibid.
16 poerwadarminta, op.cit., him. 458.
7 Nasution, op.cit., him. 70.
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memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya sendiri serta
tidak dijual kembali, maka konsumen tersebut adalah konsumen akhir.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, pengertian konsumen adalah:
Semua individu yang mempergunakan barang atau jasa secara konkrit dan
nyata. Pengertian ini diambil dari yang dipergunakan oleh kepustakaan
Belanda yang istilah konsumennya berasal dari Bahasa Belanda vyaitu,
Konsument. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen
adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (Viteindelijke Gebruin Van
Goerderen En Dienstein) yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha.’®

Pasal 1 angka (2) UUPK, konsumen diartikan sebagai setiap
pengguna/pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik
bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup dan tidak
untuk diperdagangkan.

Dari beberapa pendapat di atas serta berdasarkan Pasal 1 UUPK, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian konsumen adalah pemakai
terakhir barang dan jasa bagi kepentingan sendiri atau keluarga.

Pasal 1 angka (3) UUPK, memberikan definisi pelaku usaha adalah, setiap
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum vyang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, pelaku
usaha baik sendiri  maupun  bersama-sama melalui  perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

8 BPHN Departemen Kehakiman, Simposium Aspek-aspek Masalah Perlindugan
Konsumen, Bina Cipta, Jakarta, 1980, him. 57.
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Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen

1.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana
mestinya

Kewajiban Konsumen

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
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Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut .

Hak dan Kewajiban Produsen
Hak Produsen (pelaku usaha/wirausahawan)

Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik.

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Kewajiban produsen

Beritikad baik dalam kegiatan usahanya

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku
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5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Terdapat perbedaan yang terjadi dalam menerjemahkan istilah
verbintenis dan overeenkomst ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya saja
Mariam Darus Badrulzaman menerjemahkan istilah verbintenis dengan
perikatan dan overeenkomst dengan perjanjian. Ahmad Iksan menerjemahkan
verbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst dengan persetujuan.
Pengertian perjanjian itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata,
yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian
oleh Pasal 1313 KUHPerdata ini dipandang terlalu sempit, karena perjanjian
disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan
hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku 111 KUHPerdata.
Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang

menimbulkan akibat hukum sebagai apa yang dikehendaki oleh para pihak,
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termasuk di dalamnya perjanjian kawin dan lain-lain. Karena perjanjian
menimbulkan adanya hubungan hukum tertentu, yaitu adanya suatu hubungan
hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa
perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan disini merupakan hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, dimana
pada salah satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban. Hal itu
berarti, bahwa perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1313
KUHPerdata (baru) menimbulkan hak dan kewajiban (saja). Ini membedakan
dari perjanjian-perjanjian yang lain.*

Setiawan berpendapat bahwa definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata
perlu perbaikan, yaitu:%°
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b. Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya.”

Definisi dari Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “Perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau
saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian (kontrak), menurut C.S.T Kansil adalah suatu perbuatan
dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang
atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah keperluan-keperluan hidup
manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan

persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak. Berdasarkan

19J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 23-24.
? R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1997, him. 49.
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persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua
belah pihak dan persetujuan-persetujuan yang demikian disebut perjanjian
(kontrak).?

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.?

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo
yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.?

Penulis sependapat dengan pengertian perjanjian ini, karena dalam
suatu perjanjian harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan
hubungan hukum berdasarkan kata sepakat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.
Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum atau individu yang
sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Hubungan hukum tercermin
pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum
yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu
pihak hak sedang di pihak lain kewajiban. Hak adalah kepentingan yang
dilindungi hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang bersifat
kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul bila terjadi hubungan hukum antara
dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Menurut beliau

dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang

2l C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1989, him. 250.

?2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Intermassa, Jakarta, 1979, him.1

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1989, him.110.
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mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, yang menimbulkan akibat
hukum, yang bila kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya yaitu
si pelanggar dapat dikenai sanksi.

Perjanjian erat hubungannya dengan perikatan, karena Pasal 1233
KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan baik dari undang-
undang maupun perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah
perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting
yang melahirkan perikatan. Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-
undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian
atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat
dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan
yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Belakangan ini
dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang
diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan
hukum.?*

Di dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yaitu kreditur atau
pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan debitur atau pihak yang wajib
memenuhi prestasi. Kreditur dan debitur tersebut merupakan subjek di dalam
perjanjian. Subjek perjanjian itu sendiri dapat berupa manusia pribadi, bisa
juga berupa badan hukum. Subjek perjanjian yang berupa manusia diharuskan
memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan

hukum secara sah, yaitu haruslah sudah dapat dikatakan dewasa, sehat

24 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, 2001, him. 123.
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pikirannya atau mengerti dan mengetahui apa yang telah diperbuatnya dan
yang tidak dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku.

Objek dalam perjanjian adalah prestasi yaitu barang sesuatu yang
dapat dituntut dan yang menurut undang-undang dapat berupa menyerahkan
suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan perbuatan.
Tanpa adanya prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan
tindakan atau perbuatan hukum sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan pengertian mengenai perjanjian dan perikatan yang telah
dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan tentang unsur-unsur perjanjian
yaitu sebagai berikut:

a. Adanya pihak- pihak yang sedikitnya dua pihak

b. Adanya kesepakatan yang terjadi diantara para pihak
c. Adanya tujuan yang akan dicapai

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Perjanjian memiliki suatu tujuan yang dicari yaitu pemenuhan dengan
sempurna segala isi dan tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang
telah disepakati dan disetujui oleh para pihak di dalam perjanjian.

. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya, yang dapat dikelompokkan
sebagai asas-asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian yang terdiri dari

asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik secara
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subjektif dan asas yang berkaitan dengan pelaksanan perjanjian yang terdiri

dari asas pacta sunt servanda dan asas iktikad baik secara objektif.

a. Asas Konsensualisme
Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan
perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kata sepakat. Perjanjian dikatakan sah dan telah terjadi dalam
arti sudah mengikat pihak-pihak yaitu debitur dan kreditur, apabila sudah
ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian
itu. Sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara
debitur dan kreditur.
Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan di dalam Pasal
1320 ayat (1) KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir apabila
telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian
tersebut. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa
pengecualian yaitu:
1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk
tertentu. Contohnya : Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin
2) Perjanjian RIiil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus
dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya :

Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.
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Pasal 1321 KUHPerdata juga mengadakan pembatasan bahwa
tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak
Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang
bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang
telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-
undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya
maupun mengenai isi perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia
meliputi ruang lingkup sebagai berikut:*
1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian
3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan
dibuatnya
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang

yang bersifat opsional

% Hasanuddin Rahman, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract
Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 15-16.
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Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku 111 KUHPerdata, yang
dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang
memberikan keterangan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah,
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan
semua dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) tersebut dapat disimpulkan
bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa
saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya,
karena undang-undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat
dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan baik dengan
kesusilaan atau ketertiban umum. Pembatasan bisa dengan undang-
undang, bisa juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak
semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya
perjanjian yang bersifat baku atau standar. Ditambah individu dalam
membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapan. Apakah dia mempunyai
kewenangan berhak atau bertindak.

Asas Pacta Sunt Servanda

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan

berkontrak juga mencerminkan asas pacta sunt servanda. Asas ini
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mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan
perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan
perjanjian. Asas pacta sunt servanda dapat dikatakan sebagai asas
mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan
menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-
undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa
yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat
seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.

Asas pacta sunt servanda ini berkaitan dengan asas pelaksanaan
perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian
hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat
perjanjian.

Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini jika para pihak
yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang
kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap
penipuan dan paksaan, undang-undang juga melindungi pihak yang
membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada

mereka hak untuk meminta pembatalan.

. Asas ltikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditetapkan bahwa suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksud dari perjanjian

harus dilaksanakan dengan iktikad baik adalah bahwa perjanjian harus

35



dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma

kepatutan dan kesusilaan.

Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh iktikad baik, kepatutan dan
kepantasan. Bukannya iktikad baik dan kepatutan yang mengubah
perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi dari perjanjian
itu.?

Pembatasan terhadap asas iktikad baik yaitu cara melaksanakan
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung
rasa keadilan. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian:

1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu
membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para
pihak.

2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam
tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik
terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan
perjanjian.

. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,
menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain

akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di

belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan

% ). Satrio..., op,cit., him.374
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diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak

mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai

kekuatan mengikat sebagai undang-undang.”’

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat,
tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan,
kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat
adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati
satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.?

Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian
didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan
mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata asas kepatutan
disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut
Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui
asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam

masyarakat.”®

%" Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Ctk pertama, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 87.

%8 Ibid, him 88.

% 1bid, him 89.
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Maksud dari pada asas tersebut yaitu agar para pihak yang
membuat perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan
kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu

adalah:
a. Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif,
dimana para pihak tidak melakukannya untuk kepentingan yang akan
merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya
asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi
maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak
ada dasar iktikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam konrak
untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.*

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk
memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para
pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

b. Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari
para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan
ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para
pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah

asas pacta sunt servanda.

% Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Ctk pertama, Program
Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, him 254.
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c. Tahap Pasca Kontrak
Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian
tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa

yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

3. Syarat Sahnya Perjanjian
Untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan memenuhi beberapa syarat —
syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat yang diperlukan
untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai
kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan
tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas
maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk
suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah
terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan
(bedrog).*

Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu
sepakat yang dibuat karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan
penipuan (bedrog) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari

cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang

% R.Subekti, Pokok..., op.cit., him. 135.
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yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau

tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata terdapat tiga macam cacat

kehendak, yaitu:

1)

2)

Kekhilafan atau kesesatan (dwaling)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi
tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1322
ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa kekhilafan tidak
mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu
terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.
Sedangkan pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdata dinyatakan bahwa
kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya
terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud
membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat
terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Paksaan (dwang)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat
menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena
adanya ancaman. Menurut Subekti yang diancamkan harus mengenai
suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323
— 1327 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan
dapat dimintakan pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian

tersebut dapat dibatalkan.

40



3) Penipuan (bedrog)
Menurut Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja
memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai dengan
kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan
perijinan.
Menurut Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa
penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian,
apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah
sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak
telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut
dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap
untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak
dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan
untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu
tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum
adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat
akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan
wali. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah pada umumnya orang
itu dikatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun atau

sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.
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Pasal 1330 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai orang

yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang- undang
telah melarang membuat perjanjian tertentu

Mengenai orang perempuan, dalam Pasal 108 KUHPerdata
menyebutkan bahwa seorang istri harus dibantu oleh suaminya apabila
melakukan perjanjian. Perkataan “dibantu” disini berarti bahwa istri dapat
bertindak sendiri, hanya didampingi oleh suaminya yang membantunya.
Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau ijin tertulis. Tetapi
ketentuan tersebut kemudian dirasakan sebagai diskriminasi kedudukan
antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, sehingga untuk
mengatasinya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun
1963 tanggal 3 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pasal 108 dan 109
KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi.

Perhatian terhadap permasalahan ketidakcakapan istri tidak hanya
berhenti sampai disitu, tetapi dalam beberapa tahun kemudian, keluarlah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam salah
satu pasalnya yaitu Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa

kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam keluarga dan
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masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut maka baik suami maupun
istri berhak melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain bahwa istri
tidak lagi digolongkan sebagai orang yang tidak cakap, tapi seorang istri
sudah termasuk golongan orang yang mempunyai kecakapan bertindak
untuk melakukan perbuatan hukum.

Jika dalam perjanjian terjadi salah satu hal yaitu salah satu pihak
tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan oleh hakim atas permintaan orang yang cakap membuat
perjanjian tersebut.*

Suatu hal tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian, objek perjanjian harus tertentu
atau setidak-tidaknya dapat ditentukan menurut jenis barang tersebut. Hal
ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdata bahwa
suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang,
paling sedikit ditentukan jenisnya.

Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu
harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-
kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau
tidak berwujud. Oleh karena objek perjanjian adalah prestasi, maka objek
perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak

selalu berupa benda.

%, satrio..., op.cit., him. 136.
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Menurut Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa hanya
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok
suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan
pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga
menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang
menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang
sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.*

. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan
berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping
bahwa isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus
halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.
Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi
perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Isi
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban umum.**

Suatu sebab yang halal merupakan syarat keempat dan terakhir
untuk sahnya suatu perjanjian. Tentang syarat keempat ini Pasal 1335
KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang
telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak
mempunyai kekuatan. Maksud dari kausa itu adalah isi dan tujuan dari

perjanjian itu sendiri.

% R. Subekti, Pokok..., op.cit., him.102.
% ). Satrio..., op.cit., him. 305-306.
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Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat
perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk perjanjian-
perjanjian tertentu adakalanya ditentukan syarat lain berupa formalitas-
formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 ayat (2)
KUHPerdata).

Keempat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata dapat dibagi menjadi dua syarat yaitu:

1) Syarat subjektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek dalam
suatu perjanjian. Termasuk syarat subjektif adalah:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

2) Syarat objektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian.
Termasuk di dalam syarat ini adalah:
a) Suatu hal tertentu
b) Suatu sebab yang halal

Akibat dari syarat tersebut tidak dapat dipenuhi yaitu apabila syarat
subjektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan, sedangkan
apabila syarat objektifnya tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi
hukum. Artinya batal demi hukum adalah bahwa perjanjian tersebut dari
semula tidak pernah ada.

4. Unsur-Unsur Perjanjian
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Menurut Sudikno Mertokusumo, unsur-unsur perjanjian sebagai

berikut:*

a. Essentialia
Unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian. Syarat-syarat
adanya atau sahnya perjanjian adalah kata sepakat atau persesuaian
kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang
halal. Contohnya sebab yang halal merupakan essentialia untuk adanya
perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati
kedua belah pihak harus ada. Sama seperti bentuk tertentu merupakan
essentialia dari perjanjian formal.

b. Naturalia
Unsur yang lazimnya melekat dalam perjanjian, yaitu unsur yang tanpa
diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan
sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, seperti pada perjanjian jual beli,
penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.

c. Accidentalia
Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian,
misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih oleh para pihak yang
bersangkutan.

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan sesuatu

untuk dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Sesuatu yang harus

% Sudikno Mertokusumo..., op.cit., him.110-111.
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dilaksanakan oleh para pihak inilah yang dimaksudkan dengan prestasi.
Prestasi ini merupakan pokok dari perjanjian. Menurut Pasal 1234
KUHPerdata prestasi dapat berwujud:

a. Memberikan sesuatu

b. Berbuat sesuatu

c. Tidak berbuat sesuatu

Pemenuhan suatu prestasi ini tidak selamanya dapat terlaksana, ada
kalanya prestasi tidak dapat dipenuhi disebabkan salah satu pihak karena
kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.
Keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
Wanprestatie, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul
karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu, ada dua
kemungkinan alasan, yaitu :%

a. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun dari kelalaian
b. Adanya keadaan memaksa (force majeure), jadi diluar kemampuan debitur
dan debitur tidak bersalah

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah suatu
keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa
yang telah diperjanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur atau

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya dan dilakukan tidak

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Alumni, 1982, him. 43.
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menurut yang selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada
dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi
perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah
ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau
selayaknya.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat

macam, yaitu:*’

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
diperjanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tentang hal kelalaian atau wanprestasi pada debitur ini harus
dinyatakan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan atau somasi. Pada
umumnya isi dari somasi adalah teguran kreditur supaya debitur berprestasi
dari perjanjian yang dibuat (dasar teguran kreditur).

Pasal 1238 KUHPerdata telah menentukan tentang bentuk dari teguran
yaitu harus dengan surat peringatan atau dengan akta sejenis. Maksud dari
surat perintah adalah peringatan resmi oleh juru sita pengadilan. Maksud dari
akta sejenis adalah suatu tulisan biasa atau bukan resmi, surat maupun

telegram yang tujuannya sama yaitu untuk memberi peringatan kepada debitur

¥ R. Subekti, Hukum Perjanjian........, op.cit., him. 45.
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agar memenuhi prestasi dalam seketika atau dengan tempo tertentu. Teguran
atau peringatan tidak boleh dilakukan secara lisan.
Akibat yang timbul karena wanprestasi adalah keharusan atau
kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, atau dengan adanya
wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut
pembatalan perjanjian. Ketentuan mengenai ganti rugi ini telah ditetapkan di
dalam Pasal 1243 - 1252 KUHPerdata. Dari pasal-pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang
dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu
perjanjian untuk memberikan penggantian biaya.
Menurut Subekti, akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan
wanprestasi adalah:*®
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti rugi

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

c. Peralihan resiko

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim
Adapun beberapa perbuatan kreditur dalam hal debitur wanprestasi, yaitu:
1) Menuntut pemenuhan prestasi
2) Menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi
3) Ganti Rugi

4) Pembatalan perjanjian

% 1bid, him. 45.
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5) Pembatalan dan ganti rugi
Pada dasarnya ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanya kerugian
berupa sejumlah uang, ganti rugi harus berbentuk uang. Ganti rugi yang dapat
dituntut ialah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.
Ganti rugi yang diminta harus patut. Kepatutannya diselaraskan dengan sifat
perjanjian dengan memperhitungkan kerugian yang sungguh — sungguh

diderita.

. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli
. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam
aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli
yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar
harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal
1457 KUHPerdata.

Dari Pasal 1457 KUHPerdata di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian
jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak
mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya.
Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak
adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli

yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.
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Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah
satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang
dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya
oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang
dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar
menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa : “perjanjian jual
beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar
menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana
salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat
pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai
arti yang nuetral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin
berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian
tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan
barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang.
Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun
yang tidak berwujud”.39

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat
mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan
harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian

tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.*°

¥ Hartono Supratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli, Cetakan pertama, Seksi Notariat
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, him 1.

0 A, Qirom Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,
Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, him. 39.
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Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah
terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat
tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun
harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada
saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka
perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering
juga disebut “perjanjian obligatoir”.**

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak
a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457
KUHPerdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan”.

Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah
pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli
sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli

berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

1 1bid, him, 40.
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Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu : menyerahkan
hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan
tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang
tersembunyi.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang
diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik
yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu
diantaranya:

1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas
barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdata
yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak
bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan
itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci
dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak
perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan
alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.
Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan
menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang
berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan
kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada

dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan
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suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama
“traditio brevi manu” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan
pendek.*

2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan
“pbalik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdata
dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdata. Segala sesuatu yang
mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat
dalam buku Il KUHPdt, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960).

Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat
yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang
dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga
seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak
akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang
murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh
membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat
tersembunyi vyaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh
pembeli.

3. Resiko dalam Jual Beli
Dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang

disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.

*2 R. Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1995, him 9.
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Mengenai resiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdata ada tiga peraturan,

yaitu:

a. Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh Pasal 1460) bahwa barang itu
sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si
pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak
menuntut harganya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 3 tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal tidak berlaku lagi
termasuk diantaranya Pasal 1460 dan beberapa pasal lain seperti Pasal
108, 110, 1579, 1238, dan Pasal 1682, dengan alasan pasal tersebut tidak
memenuhi rasa keadilan.*®

b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal
1461), dan mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal
1462). Menurut ketentuan-ketentuan pasal tersebut resiko ditanggung oleh
pembeli.

Mengenai penaggungan atas risiko dalam perjanjian jual beli adalah
bahwa selama barang yang diperjanjikan belum diserahkan, mengenai barang
dari macam apa saja, resikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih
merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan

kepada pembeli.

** Nasutioan Az, Konsumen dan Hukum, Ctk Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1995, him.103.
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4. Berakhirnya Jual Beli
Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya
prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu
kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak
atau salah satu pihak;
e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.
Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan
perjanjian jual beli berakhir, antara lain:
a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim;
c. Karena pembeli meninggal dunia.**
Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang di atas, maka perlu
adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali

pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang

“ Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, him.59.
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tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak
yang menderita kerugian tersebut.
. Cacat Tersembunyi

KUHPerdata tidak menjelaskan istilah garansi, namun Pasal 1504
KUHPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi
yang terdapat pada barang yang dijualnya: “Penjual wajib untuk menjamin
cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya, yang
mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang
dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa”.

Cacat yang dimaksud harus cacat yang “sungguh-sungguh”, bersifat
sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan
dengan sempurna sesuai keperluan yang semestinya, atau cacat itu
mengakibatkan berkurangnya manfaat barang tersebut dari tujuan pemakaian
yang semestinya. Pihak penjual, baik dia mengetahui atau tidak mengetahui,
harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang
dijualnya. Apabila benar-benar ada cacat tersembunyi yang sejak semula
memang tidak kelihatan, maka pihak pembeli dalam hal ini dapat memilih di
antara dua tindakan, yaitu:
a. Mengembalikan barangnya dan menuntut pembayaran kembali harga

pembelian.

b. Menuntut pembayaran kembali sebagian dari harga pembelian.

Untuk cacat yang kelihatan atau dapat diraba, maka pihak penjual

tidak dapat diminta tanggung jawabnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
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1505 KUHPerdata yang menyatakan: “Si penjual tidak bertanggung jawab
atas segala cacat yang kelihatan dan yang dapat diketahui sendiri oleh si
pembeli”.

Penjual harus juga menjamin tidak adanya cacat tersembunyi pada
barang yang dijual. Cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat
digunakan untuk tujuannya, atau mengurangi penggunaannya sedemikian rupa
sehingga seandainya pembeli mengetahui adanya cacat itu ia tidak akan
membelinya, atau setidak-tidaknya tidak akan bersedia membayar harga yang
telah disepakati. Apakah penjual mengetahui adanya cacat itu adalah tidak
penting, tetapi mungkin saja bahwa para pihak telah memperjanjikan bahwa
penjual tidak menanggung cacat yang tidak diketahui sendiri oleh penjual.

Menuntut berdasarkan cacad tersembunyi, maka cacat itu harus
menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan
penggunaannya. Penggunaan diartikan sempit dalam arti materialistis, jadi
kesalahan dalam materi, pecah, sobek, patah, rusak.

Pembuat undang-undang memang memikirkan jual-beli barang
tertentu dan pasti, akan tetapi hal itu tentunya tidak berarti bahwa peraturan
tentang cacat tersembunyi itu tidak dapat diterapkan pada barang-barang
generik secara analogis. Mereka yang tidak setuju dengan penerapan peraturan
tentang cacat tersembunyi pada jual beli barang generik (sejenis)
mengemukakan alasan bahwa, pada jual-beli barang yang ditentukan menurut

jenis, timbangan, jumlah, ada wanprestasi apabila barangnya tidak memenuhi
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syaratnya, karena penjualnya tidak menyerahkan barang yang seharusnya
diserahkan.

Pengaturannya, maka pembuat undang-undang berpangkal dari
pendirian bahwa, tidak ada cacat tersembunyi apabila si pembeli pada saat
terjadinya perjanjian jual beli itu dapat mengetahui adanya cacad itu. Hal yang
demikian itu memang tidak cocok pada jual beli barang yang ditentukan
menurut jenis, timbangan atau jumlah, karena pada jual beli demikian
barangnya tidak diperiksa lebih dahulu satu-persatu. Orang hanya meminta
jenis tertentu dan menunggu apa yang diserahkan nanti. Jadi yang menentukan
adalah saat penyerahannya dan bukan saat membeli.

Pasal 1505 KUHPerdata menyatakan bahwa, penjual tidak perlu
menjamin bahwa tidak ada cacat yang terlihat atau cacat yang dapat diketahui
oleh pembeli selelah menyelidiki secara normal, artinya pembeli tidak perlu
membawa seorang ahli dalam hal barang itu.

Menuntut  berdasarkan cacat tersembunyi adalah  menuntut
berdasarkan kesesatan ataukah menuntut berdasarkan wanprestasi? Ada yang
berpendapat bahwa tuntutan berdasarkan cacad tersembunyi adalah tuntutan
berdasarkan wanprestasi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah
tuntutan berdasarkan kesesatan (dwaling).

Pada umumnya orang dapat mengemukakan wanprestasi apabila orang
tidak mendapat apa yang menjadi haknya. Orang dapat mengemukakan
kesesatan apabila ia telah mendapat apa yang menjadi haknya akan tetapi

telah sesat mengenai keadaan barangnya. Kerapkali dalam hal cacat
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tersembunyi memang ada kesesatan maupun ada wanprestasi apabila penjual
telah menjamin ada keadaan tertentu pada barang yang dijualnya. Jadi teoretis
memang mudah membedakaan antara kesesatan, dan wanprestasi, tetapi
dalam praktek sering sulit apabila penjual menjamin keadaan barangnya.

Ada yang melihat peraturan mengenai cacat tersembunyi sebagai suatu
kejadian khusus tentang kesesatan dan ada yang melihatnya sebagai
wanprestasi dan ada lagi yang menganggapnya baik sebagai kesesatan
maupun sebagai wanprestasi.

Kejadian kesesatan dan cacat tersembunyi sangat mirip baik mengenai
syarat yang diharuskan oleh pembuat undang-undang untuk penerapan
peraturannya maupun segi psikhisnya. Dalam kedua kejadian ada seorang
pembeli yang mengira telah menemukan keadaan tertentu pada barang yang
telah dibelinya dan yang menjadi kecewa. Dalam kejadian konkrit adanya
cacat tersembunyi dapat menimbulkan tuntutan berdasarkan kesesatan
maupun berdasarkan cacat tersembunyi. Apabila seseorang membeli seekor
kuda pejantan yang kemudian ternyata tidak subur, maka orang itu dapat
mengatakan bahwa, telah sesat mengenai sifat esensiil dari bendanya (dwaling
in de zelfstandigheid der zaak), tapi orang tersebut juga dapat mengatakan
bahwa kuda itu mempunyai cacat tersembunyi. Situasi demikian itu tidak
dapat diterima apabila akibatnya berlainan.

Ada perbedaan  walaupun tidak besar, yaitu mengenai
vervaltermijnnya tuntutan Pasal 1511 KUHPerdata dan Pasal 1454

KUHPerdata Selain itu untuk dapat menuntut berdasarkan kesesatan, orang
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berdasarkan cacat tersembunyi. Untuk dapat mengemukakan kesesatan, maka
penjual harus dapat mengerti bahwa pembeli sesat, sedang untuk dapat

mengemukakan cacad tersembunyi hal itu tidak diperlukan.
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